BAB1
PENDAHULUAN

L1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan undang-undang No. 204ahun 2008 tentang UMKM versi Bank

Indonesia. (wyw.bi g6dd), sebagai‘berikuts (1) Usaha Mikro. Termasuk dalam
Kategors kelompok v<ah. mikro alsh tsha produHif badaa ussha milik sendir

angan dan memenuhi standap usaha mikeo dalam undang-
ini; (2) Usaha Keeil. Termasuk dalam e gori usaha kecil ialah usaha

menubi ‘standar usaha kecil dalam undang-undang ini. B e

kecil, usahs menengah, dan psabn bes:

da lﬂdﬂﬂﬂ{ﬂ dan berdomuasili 'di .I.:i:l'll Rt

Kriteria pengelompokan ussha berdasarkan jumlah aset menurat UL No. 20
'I!.h‘l:lﬁm&ijﬂlﬂm pada tabel 1.1 berikut:



Tabel 1.1 Kriterla Usaha

Kriteria Usaha Mikro Usaha Kecll Usaha Menengah

[Aset (tiduk termasuk| < 50juta | =50 juta— 500 juta | =500 juta— 10 M

tanah dan bangunan)

Penjualan Tahunan <300 juta juta 23M | >25M_50M

() peranan usahn mikro, kecil dan mepsi
mesia sangat penting: (1) Dalam berbagai sekfor pada aktvifas ekonomi

menjiga neraca pembaystaE HIEHTT KRG SESPOP (KEMEN KUKM, 2005).
Sejak dilanda krisis, posisi penting UMKM belum berhasil dipertahankan, schingga
pemulihan ekonomi belum mencapai kondisi terbaiknya. Usaha mikro dan kecil
biasanya memiliki keunggulan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan padat
Karya, seperti: pefernakan pertanian tanaman pangan, perikanan perkebuna,



restoran dan perdagangan. Pada bidang jasa perusahaan, perhotelan, kehutanan dan
keuangan, usaha menengah memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah.

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman memiliki
banyak UMKM dan jumlahnya meningkat cukup signifikan pada kurun waktu
2018-2019. Berikut adalah data statistik 4l

Kabupaten Sleman memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di DIY
khususnya Kabupaten Sleman. Pada sisi lain, perkembangan UMKM juga akan
berdampak pada pemerintah dalam penerimaan sektor pajak di masa yang akan
datang.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan
penghasilan <4.8 M wajib membayar pajak penghasilan final sebesar 0.5% dari
total peredaran bruto. Tarif pajak final semula sebesar 1% yang dikenakan kepada
UMKM sering dikeluhkon dan dinilai membebani pelaku UMKM. Kebijakan

insentif’ pajak UMKM memberikan keringanan pajak sebesar 0,5% bagi pelaku

dikemukakan oleh Rahmadini don Cheisviyanny (2019) melakukan analisis
persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018,
menunjukkan bahwa wajib pajak menilai tarif 0,5% sudah lumayan meringankan
namun, pengensan pajak sebagsi sebush hambatan bagi UMKM untuk
berkembang.



Demi mendorong perkembangan UMKM - salah satu kebijakan yang tepat
ialah kebijakan insentif pajak. Dengan adanya insentif pajak. tarif pajak yang
dibavarkan pelaku UMKM hanya 50% saja dari tarif sebelumnya. Dengen
demikian. pelsku UMKM dopat mengurangi beban bisya operasional dan

bentuk pelatikan dan bantuan pendanaan, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Sleman.

Penelitian terkait bantuan pemerintah telah dilakukan Putra (2015), Bagas
(2016), dan Yulito (2019). Putra (2015) dengan judul “Peran Pemerimtah Daerah

dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca



di Kabupaten Jombang" berhasil membuktikan bahwa pemerintah berperan sebagai
fasilitator yang diwujudkan melalui teknologi. bantuan permodalan dan kegiatan
pelatihan,. Selain itu, pemerinish juga berperan sebagai katalisator yang
diwujudkan dengan mempromosikan produk manik-manik kaca sebagai produk
unggulan Kabupaten Jombang. Penelitianésebut diperkuat oleh penelitian Yulito
(2019) meneliti analisis

10.000.000 dengan tingka im i d usaha mikro
atau  ultra-mikre memperoleh pembiavaan sebagai modal usaha untuk
mengembangkan usshanys.

Penelition terkait dengan Pemberian KUR telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, di antaranva Costa (2014), Ratiyah {2016), dan Eksan (2017). Costa
{2014) meneliti peran pembiayaan KUR BRI terhadap perkembangan UMKM di

£



Kota Malang memperlihatkan bahwa pembiayaan KUR BRI sangat berperan dalam
mengembangkan UMKM di Kota Malang. Rativah (2016) dengan judul meneliti
pengelolsan pembiayaan keuangan dan pemberian kredit UMKM  dalam
perkembangan UMKM di Indonesia berhasil membuktikan bahwa pemberian
kredit berpengaruh positif terhadsp perken
tersebut diperkuat oleh Eksan, SiMaryati

gan UMKM di Indonesia. Penelitian

L Hﬁ ;Enmh kredit
nlk}'ﬁ i 1:;-__: qE usah
__-._: :_:. eran '-'

4), Ratiyah (2016), dan Eksan (201

nengemukakin hasil yang berbeda dan bervariasi. O
CCIE T (ANE  OLERTENADN ._"i: Pﬂﬂ" i ."-' :. lm

‘hadap Perkembangan

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:



I. Apakah Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Perkembangan UMKM di
Sleman?

2. Apakah Bantuan Pemerintah berpengarul positif terhadap Perkembangan
UMEKM di Sleman?

3, A._Flhh Pemberan Kredit DerpenEar Pﬂﬂﬂftﬂhﬂ:hp meﬂnﬂ

UMEM di Sleman?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah insentif
pajak. bantusn pemerintah, dan pemberian kredit berpengaruh terhadap
perkembangan UMKM di Sleman.



1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan
wawasan tentang peran pemerintah dalam perkembangan UMKM.

Melalui penelitias s, peneli

pengalaman serta sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah
dipelajari dalam perkulishan, sehinggn dapat diplikasikan dalam
kehidupan sosial.



1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama islah pendahuluan, yang menjelaskan tentang tujuan dan arsh
penelitian, penjabaran permasalahan yang ada. dan menunjukkan perbedaan
penelitian yang dilakukan dengan pefielititn-penelitian yang ada. Bab ini berisi

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ialah pembahasan dan analisis data, yang menjelaskan hasil
dan pembahasan penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi gambaran umum
abjek penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengujian validitas dan
reliabilitas, hasil penelitian, dan pembahasan.
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